BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR & TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Menimbang

Mengingat

a.

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Badan Layanan Umum juncto Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD, perlu
mengatur Penatausahaan Pelaksanaan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);

bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Perturan Bupati Bengkalis tentang
Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Pelaksanaan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan
Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 42806);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintali Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5094); R




Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

- Sakit (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2009
: Nomor 153,  Tambahan - Lembaran Negara; Repubhk-
Indonesia Nomor 5072), ST '

~Undang-Undang Nomor 23  Tahun . 2014 tentang
- ‘Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
‘Tahun 2014 Nomor ‘244, Tambahan Lembaran Negara
: Repubhk Indonesm Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa - kali - terakhir ‘dengan Peraturan- Pemerintah
Penggantl Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan 'Atas Undang- -Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesm Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesm Nomor 5589);

o Peraturan Pemermtah ‘Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan ‘Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Repubhk :Indonesia Tahun 2005  Nomor- 48,
~ Tambahan - .Lembaran - Negara Repubhk Indonema ‘

Nomor 4502) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan
Pemermtah ‘Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas

Peraturan- Pemerintah’ Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran
~negara Republlk Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan : Lembaran Negara Repubhk - Indonesia

Nomor 5430)

:Peraturan Pemermtah ‘Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

R Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4578)

10.

» - sebagaimana telah - diubah - beberapa kali terakhir dengan
‘Peraturan Menteri - Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menterl Keuangan Nomor 08 / PMK 02 / 2006
tentang Kewenangan Pengadaan Barang / Jasa pada Badan

: - Layanan Umum;.
11.

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan “Keuangan = Daerah,

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam

> Negeri Nomor 13- Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan;

12

© 13,

Keuangan Daerah

Peraturan Menter1 Dalam Neger1 Nomor 61 Tahun 2007
. tentang - Pedoman “Teknis Pengelolaan Keuangan Badan -
' Layanan Umum Daerah : :

Peraturan - ‘Daerah - Kabupaten Bengkalis = Nomor 02

~Tahun 2010 tentang }Rvetrrlbu51 Pelayanan Kesehatan;

MEMUTUSKAN

| ‘VM‘erlléta‘pkan; PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG = PEDOMAN
:  PENATAUSAHAAN PELAKSANAAN POLA PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.
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~ BABI
KETENTUAN UMUM

 Pasall

Dalam'Pcraturan Bupat11n1 yang dirhaksiid’~'dengan:

3.

o Daer’e_ih_ada:lal;:l Kébupatén‘Bcngkalis.e L

ngkalis dan perangk»at: |

Pemerintah Daerah adalah Bupati Be _
daerahnya sebagai unsur penyelengara pemerintahan daerah.

, deati édalal:i Bupati Bengkalis.

: Sekretaris D?e‘fah" adalah ?‘Sekrcta‘risi ‘Daerah Kabupat'éni e
~ Bengkalis. =~ R e e

Rumah Sakit Umum Daerah ~yarA1g:°k selanjutnya disingkat
RSUD adalah rumah sakit umum daerah di lingkungan

o “Pém‘erintah Kabupaten Beingkalirs. R

. Pejabat = Pengelola  Keuangan: Daerah yang selanjutnya
_disingkat PPKD adalah -kepala satuan Kkerja. pengelolaan

‘keuangan daerah yang . mempunyai “tugas melaksanakan -
- pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum

Badlén"Laya'rié}i" “Urnu}m kaaérah yang selanjutnya disingkétf

~ ‘BLUD adalah Satuan Kerja Perangkathaerah dilingkungan .

Pemerintah Daerah .yang ‘dibentuk  untuk memberikan
~ pelayanan kepada ‘masyarakat berupa penyediaan barang.
‘dan/ " jasa ,yangf'.dijual tanpa mengutamakan mencari.

keuntungan, dan dalam: melakukan kegiatan didasarkan.
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. a

- Peridapatan ad_élah semua penerimaan dalam bentuk kas dan
~ tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam.

. periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dobayar -

kembali. )

Bel}z‘inja' adalah semua peﬁgéluaran ‘dari rekening kas yang

"~ mengurangi ekuitas dana lancar  dalam periode anggaran
. bersangkutan iyang  tidak -akan ~diperoleh pambayarannya

~ kembali oleh BLUD.

10, |
'~ dana lancar jmtuk memperoleh barang dan /atau jasa untuk

e :kepcrluanqopqrasional BLUD. Gl e
11 ale

12,

Biayai adalah ’s)éjkumlyah pengeluaran yahg'méngu‘rangi ekuitas

‘InVéjé'taSi ~adalah penggunaan aset untuk memperoleh -
‘manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan

BLUD dalam rghgka pelayanan kepada masyarakat. -

‘Bas.is _akrual - adalah  basis- akuntansi yang‘ ~mengakui

' pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi -

13.

“dan peristiwa itu terjadi. -

Rekening kKa‘s‘ BLUD adalah rekehing tempat pényimpanan_
uang BLUD yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada Bank

‘Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan

| dan'pambaya'ran pengel}iaran BLUD. -




S keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan
L *’:keuangan entitas akuntans1 sehmgga tersajl sebagal suatu ‘
' ”".j-_entltas pelaporan G : : '

-%1\5'}.fjleokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya :
”/',‘;:ftdlslngkat "DPA-BLUD adalah - dokumen ‘yang memuat.
RS f{l_{pendapatan dan biaya, proyeks1 ‘arus kas, jumlah dan- -
S kualitas barang - ‘dan/atau jasa“ yang akan dihasilkan dan‘ U
e ;‘dlgunakan sebagal dasar pelaksanaan anggaran BLUD '

: . BaBm R
PENATAUSAHAAN KEUANGAN BLUD YANG DANANYA o
S BERSUMBER DARIAPBD . =

Pasal 2

S jI“f.fff;i;;bersumber dari- APBD dlberlakukan sesua1 dengan ketentuan*_‘
R r,yang berlaku pada SKPD \ , :

BAB III o
PEJABAT PENGELOLA BLUD

Pasal 3

(1): }"PeJabat Pengelola BLUD terd1r1 dar1 Pemlmpm PeJabat _
~+. Keuangan’ dan Pejabat Teknls ' :

V"‘: "4(2):»»;5Pe_]abat Pengelola BLUD dlangkat dan dlberhentlkan oleh
... Bupati. : .

. Sekretaris Daerah

' A'~:(4) ’?":’;‘Pejabat Keuangan dan PeJabat Teknls bertanggung Jawab
_f;m:kepada Pemlmpm BLUD : . B S

‘:“'; Pasa14

E'k“f{Permmpm BLUD : merupakan ' PeJabat Pengguna Anggaran/*_

14 Laporan Keuangan Konsohdas1an adalah suatu laporan'i* SR G

4,,}':[Penatausahaan pelaksanaan dan pertanggung]awaban dana yang ' L

(3) .‘Pem1mp1rI BLUD bertanggung Jawab kepada Bupat1 me1a1u1 ; L

o Pengguna Barang yang memiliki tugas memimpin, menyusun .

= _f"kebljakan, membma, engkoord1nas1kan “dan mengendahkangf‘

. serta melakukan pengawasan sesua1 dengan pedoman tata kelola - S

_ dengan kewajlban - -
i Lai »menyusun Rencana Strategls (Renstra) BlSI‘llS BLUD

i b f. _‘menylapkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA); -

e ‘Teknls kepada Bupat1 sesual ketentuan, EOea

> "bd‘.‘ :arnenetapkan pejabat lalnnya sesuai kebutuhan BLUD selam v
-~ . pejabat yang telah dltetapkan dengan peraturan perundang-_ -
":f_-undangan dan. T R A _ ,

e -0 peras1ona1 serta keuangan BLUD kepada Bupatl :

e mengusulkan calon Pe_]abat Pengelola Keuangan dan PeJabat'_ SR

e menyampalkan | dah' b mempertanggung]awabkan . kin?rjaﬁ-- e



(1)

: PasaJS | |

PeJabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang membldangl'

~ Keuangan yang mempunyai tugas ‘membantu Pemimpin

BLUD mengkoord1nas1kan - seluruh  pelaksanaan
perbendaharaan dan mobilisasi. dana, sistem akuntansi,"

~penyusunan anggaran dan pelaporan keuangan serta kinerja.

BLUD-RSUD memlhkl kewajlban sebaga1 ber1kut

~ a. menyusun perencanaan . program dan kegiatan -

oo o._p"c‘r:

.kg)

pengelolaan keuangan perencanaan anggaran;
mengkoord1nas1kan penyusunan RBA
.meny1apkan DPA-BLUD; N ‘

. 'melakukan pengelolaan pendapatan dan b1aya
’menyelenggarakan pengelolaan kas,
melakukan pengelolaan utang dan. plutang, :

. menyusun kebljakan pengelolaan barang, aset tetap dan

" investasi; : ‘ ) , ; :

h. menyelenggarakan; '. i’, Sistem. Informasi_ _ Manajemen
Keuangan dan.

i menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan -
. keuangan , , v

Dalam melaksanakan tugas dan ‘kewajiban, Pejabat v
~ Keuangan dibantu oleh pejabat/staf yang mempunyai tugas
"~ perencanaan, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan

~bendahara yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

S

@)

Pasal 6 o

‘Pe_]abat Teknls BLUD adalah pe_]abat yang melaksanakan'

bidang pelayanan , bidang umum, sumber daya manusia dan
pendldlkan yang mempunya1 tugas dan kewajiban: '

: ‘a. menyusun perencanaan keglatan teknls d1b1dangnya;

b. melaksanakan keglatan teknis sesua1 RBA; dan-

- c. 'mempertanggung]awabkan =F k1nerJa ’ operaswnal |

dibidangnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajlbannya Pejabat Teknis

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh pejabat/
- staf ‘yang melaksanakan fung81 teknls d1b1dang masmg-

masmg




PENATAUSAHAANPOLAPENGELOLAMVKEUANGAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH ‘

‘71} Pasal 7

' Dokumen Pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD terdm

darl

‘;:Keputusan Bupat1 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola'

BLUD;

~DPA- BLUD yang telah d1sahkan oleh PPKD yang mencakup "
pendapatan dan b1aya proyeksi arus ‘kas, jumlah dan

g ~kualitas barang/ Jasa yang akan dihasilkan; dan

rﬁ"@fa o o‘m

~-:format reglster / “buku penatausahaan PPK-BLUD yang
: disesuaikan dengan format yang berlaku pada SKPD sesuai

Bagian 1 Kesatu )
PENDAPATAN

Pasal 8

T Pendapatan BLUD bersumber dari:

jasa layanan

hibah; :

hasil kerjasama dengan plhak la1n
. APBD; /
;jAPBN'dan S

lain- laln pendapatan BLUD yang sah

Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dlmaksud pada ayat

(1) kecuali” yang berasal dari hibah terikat, dapat dlkelola

: langsung untuk memb1aya1 pengeluaran sesuai RBA.

-Seluruh pendapatan BLUD sebagalrnana dimaksud pada ayat
(1) kecuali yang berasal dari APBD dan APBN, dilaksanakan

. melalui rekenlng kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening

kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang Sah dengan objek pendapatan

BLUD dan d11aporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah dan

. Pe_]abat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ‘setiap trlwulan

:»'Surplus anggaran BLUD pada akhlr tahun anggaran dlkelola ’
~ penuh oleh BLUD sebaga1 blaya operaswnal tahun anggaran =
- berlkutnya ~




(1)

o kf,Operas1onal

@

Bag1an Kedua : |
‘ BIAYA

Pasal 9

B1aya BLUD terd1r1 darl Blaya Operaswnal dan Blaya Non

Biaya Operas1onal mencakup seluruh biaya yang menjadl,

‘beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

(3)-
.. beban- BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas
dan fung31 ‘ ~

Biaya Non Operasmnal mencakup seluruh biaya yang menjadi

Blaya Operasmnal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

; terdiri dar1

. a. biaya pelayanan dan.

v b blaya umum dan adm1n1stra31

Biaya Pelayanan sebagalmana dimaksud pada ayat (4)

~ huruf ‘a: mencakup seluruh - biaya operasional  yang

o berhubungan langsung dengan keglatan pelayanan yang

6)

a.
b
C
: d biaya“ pemehharaan
e
f.

" terdiri dar1

biaya pegawa1 3

N blaya bahan'r“""ﬂ :

. b1aya jasa pelayanan :

. blaya barang dan Jjasa; dan

biaya pelayanan lain-lain.

Biaya Umum dan Administrasi sebagalmana dimaksud pada
- ayat (4) huruf b mencakup seluruh biaya operasional yang

©tidak berhubungan langsung dengan keglatan pelayanan'

o 9'9 TP

- yang terdiri dar1

blaya pegawa1 ‘;’ ,
blaya admlnlstra51 kantor o
blaya pemehharaan |
blaya barang dan Jasa

.”.blaya promos1 dan

1. blaya umum dan adm1n1stras1 lam laln

‘ 'Blaya Non: Operas1ona1 sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
" A’terd1r1 dar1 : -

al ‘biaya bunga SR

o 9;‘9”;7,

blaya admmlstra31 bank
blaya keruglan penJualan aset tetap, o
‘blaya keruglan penurunan nilai; dan

blaya non operaswnal laln lam :




o

@

- <Ba\gia'nv ‘Ketiga L
‘.PENGELUARAN :

Pasal 10

BLUD d1ber1kan ﬂeks1b111tas penggunaan anggaran untuk
menggunakan seluruh pendapatan sesuai RBA tanpa terlebih
dahulu d1setorkan ke Kas Umum Daerah.

Fleks1b111tas 1 pengeluaran N blaya BLUD merupakan
pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan

- 'perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah

@

'~ usulan tambahan anggaran darl APBD kepada PPKD melalui
~ Sekretaris Daerah

| (1)

@

~ ditetapkan.

Fleksibilitas penggunaan pendapatan sebagalmana dimaksud

~ pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari

pendapatan selain dar1 APBN APBD dan hibah terlkat

Dalam hal ter_]ad1 kekurangan anggaran BLUD mengajukan‘

.Kelengkapan admlnlstra31 pengeluaran dilakukan dengan‘
" menerbitkan < SPP ‘dan SPM yang dltandatanganl oleh

Pemlmpln BLUD.

Baglan Keempat
AMBANG BATAS

Pasal 11

Ambang batas RBA' dltetapkan dengan besaran persentase

~ dan = ditentukan - dengan mempertimbangkan - fluktuasi
.keglatan operas1onal serta ditetapkan dalam RBA dan DPA.

}Persentase ~ ambang = batas = ditentukan dengan

mempertlmbangkan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat

‘dlcapal terukur rasional dan dapat d1pertanggung]awabkan

‘ Besaran ambang batas d1tetapkan oleh PPKD

. BagiéﬁKel‘ima
PERENCANAAN :

- Pasal 12

Renstra Bisnis d1pergunakan sebagal dasar penyusunan RBA dan

;_'evaluas1 kmelja Do

-
@

_Pasal 13

'RBA tahunan disusun dengén berpeddman kepada renstra
_ ’blSl’llS berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja. '

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program ‘dan
keglatan dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan




= m“’ o oo o

[

RBA sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) memuat

" a. rklnerja tahun berjalan

;asums1 makro dan mlkro

_vtarget klnerja 5 v
.’:anahsls perklraan blaya satuan
perkiraan harga R
:ﬁ;anggaran pendapatan dan blaya
abesaran persentase ambang batas
. prognosa laporan keuangan

"perklraan rnaJu (forward estlmate)

g rencana pengeluaran 1nvestas1 /modal dan

'k irlngkasan pendapatan dan - blaya untuk konsollda31~

dengan RKA-SKPD / APBD.

RBA sebagalmana dimaksud pada ayat (2) disertai denoan
usulan program keglatan Standar Pelayanan M1n1mal dan

| _j,'blaya keluaran yang akan d1hasﬂkan o

W

Pasal 14

. f"jRBA d1sa_]1kan sebagal baglan yang tldak terplsahkan dar1 S
el Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan dlpersamakany R
S ;'dengan RKA SKPD : : ) :

Pasal 15

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang = APBD

- "dlsahkan Pemimpin BLUD melakukan penyesualan terhadap
“RBA untuk dltetapkan menjadl RBA def1n1t1f '

RBA deﬁmtlf dlpakal sebagal dasar penyusunan DPA BLUD

o untuk dlaJukan kepada PPKD.

S BAB V o ,
PELAKSANAAN ANGGARAN
IR _ Bag1an Kesatu L
‘ DOKUMEN PELAKSANAAN BLUD AR

| : Pasal 16

.DPA BLUD mencakup antara 1a1n

a. pendapatan dan blaya

b proyeks1 arus kas ‘dan . ‘ joes
C. Jumlah dan kuahtas barang/ Jasa yang akan dlhasﬂkan

PPKD mengesahkan DPA BLUD sabagal dasar pelaksanaan B

Sl : anggaran sesuai peraturan perundang -undangan.

Dalam -hal DPA BLUD belum disahkan oleh PPKD, BLUD_"
‘dapat melakukan pengeluaran uang - setinggi- tlnggmyq :

o : ‘sebesar angka DPA BLUD tahun sebelumnya




10

ok Bagiah‘Keduai o
- PENGELOLAAN KAS
Pasal 17
Trahsaksi périefindéah'dan '_'p‘engellu.ara»h kas yang danaihya tidak
bersumber. dari APBN dan APBD dilaksanakan melalui rekening

. Pasa®
(1) ‘; Dalam p'éngelolaan’ k‘,as‘,BLUD ményelehggérakan:

a '7"perencaﬁeiaﬁ~1pe‘nérimaan ‘danpengel‘uaréh kia's;
pemungutan ip_énkdapata'n‘ dan tagihé,n; R
periyimpéhén‘*kés’”dan :mengelola:rekenihg bank;

pembayaran; i

perolehan ‘éumbeiif dana ‘untuk rr_xekrbxutlipidéﬁsit jangka
pendek; dan SIS R

o o o o

f ‘«pémanfaétah;ﬁf ﬂéﬁrplﬁs"':‘}kas’ - jahgka;, pendek ‘untuk
memperoleh pendapatan tambahan. o R

(2) Pe: erimaan BLUD pada setiap hari :disetofkanfs'e'lurxr'uﬁnya ke
rekening kas _BLUD dan dilaporkan - kepada Pejabat

~ Pasallo

PemlmmeLUD _dapat membuka 'i'"'f:_keh_ingrv_ bank pada Bank
- Umum tempat ‘penyimpanan uang BLUD ‘untuk menampung
" seluruh. penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran

Pasa120 |
Untuk keléhqéfaﬁ' ipi'o,'sés | pelaESanéan' f)‘embaygran, - Pernimpin
BLUD dapat menunjuk dan menetapkan Bendahara Pengeluaran

BLUD, untuk sumber biaya yang berasal dari APBD dan yang
berasal dari pendapatan_’pclayan’an‘BLUD.; b R R

' Pasal2l

BLUD dapat a‘fhei‘jgaj‘ukaﬁi: usulan réfnunéfasi bagi "pcjalfalat :
‘pengelola BLUD, Dewan Pengawas ‘dan Pegawai kepada- Bupati
dengan berpedoman pada peraturan'perundang-undangan,




 pesizz

‘Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan Pemlmpm BLUD dapat

- melakukan rekrultment Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan '

- .dengan sistem - kontrak kerja ‘perorangan dengan pr1ns1p

efekt1v1tas dan eﬁ51en51

| ; yag sah

(2)

0

Baglan Ketlga ‘
PENGELOLAAN PIUTANG DAN UTANG

Pasal 23

BLUD dapat memberlkan ‘ plutang sehubungan denganf

penyerahan - barang, Jasa ~dan/atau . transaksi - yang

berhubungan langsung -maupun tldak Iangsung dengan

kegiatan BLUD

‘Piutang dlkelola secara tertlb efisien, ekonomls transparan
- dan” bertanggung Jawab berdasarkan peraturan perundang-~
' undangan ~ :

@)

Penaglhan p1utang yang sulit  ditagih dapat dlllmpahkan
penaglhannya kepada Bupatl dengan dllamplrl bukt1 buktl,

liai.s‘al 24_

‘ Plutang dapat dlhapus secara mutlak atau bersyarat oleh :
: pejabat berwenang, ' - i : .

Kewenangan pengahapusan plutang sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatlkan
ketentuan peraturan perundang undangan ‘

'BLUD dapat rnxela»kuka‘r‘l ' plnjaman/utang “baik
‘_pln.]aman/utang Jangka pendek ataupun pmjaman/utang

. Jangka panjang

)

ijaman dlkelola dan dlselesalkan secara tertlb efisicn,
ekonomls transparan dan bertanggung Jawab '

. Pemanfaatan plnjaman/ utang jangka: pendek diperuntukkan

bagi keperluan blaya operasmnal dan/ atau menutup defisit *
kas. . ;

Pemanfaatan plnjaman/ utang Jangka panjang dlperuntukkan

‘bagi pengeluaran investasi/modal.

; ijaman/utang Jangka panjang. terlebuh dahulu Wajlb

mendapat persetujuan Bupat1 =

AL




@

@

e
- 'manfaat bagi peningkatan pendapatan dan penlngkatan‘
~ pelayanan kepada masyarakat

@

. f1nvestas1 Jangka pendek dan investasi jangka panjang.

B

@

ow
@
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il ;;Pasal’ze; e

Pembayaran kembah plnjaman/ utang menJadl tanggung
. jawab BLUD. TR S |
‘Hak " tagih plnjaman / utang BLUD menJad1 kadaluwarsa
. setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo,.
SE T kecuah ditetapkan lain menurut undang-undang
(3) BLUD Wa_]lb membayar bunga pokok utang yang telah Jatuh ;
S tempo LR
Pem1mp1n BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran
. bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang
batas yang telah d1tetapkan dalam RBA ' :
= ;\Baglan Keempat -
' INVESTASI o
Pasal 27
BLUD dapat melakukan ‘investasi sepanjang memberi

Investasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat berupa‘

Pasal 28

:‘Investas1 Jangka pendek merupakan 1nvesta31 yang dapat
.segera dicairkan dan dlmaksudkan untuk d1m111k1 selama 12
" (dua belas) bulan atau kurang

-“Investa51 Jangka pendek dapat d11akukan. dengan
_pemanfaatan surplus kas jangka pendek

QInvestas1 jangka pendek sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
“dapat berupa

a. deposito berJangka 1 (satu) sampai 12 (dua belas) bulan
dan/atau yang dapat d1perpan_]ang secara otomatis;

b. pembehan surat utang negara Jangka pendek dan

“c. pembehan sert1ﬁkat bank 1ndones1a

Pasal 29

BLUD tldak dapat melakukan 1nvesta31 Jangka panjang,
kecuah atas persetujuan Bupat1

Investasi _]angka panJang sebagalmana d1maksud pada
ayat (1) antara lain:-

: a penyertaan modal

b pemlhkan obhga51 untuk masa _]angka panJang, dan

c. 1nvestaS1 langsung sepert1 pend1r1an perusahaan




a3

' Hasﬂ 1nvestas1 ’r.ne“ru’pakan_ ’pendabétan dan "dapat

dlpergunakan langsung untuk memb1aya1 pengeluaran sesual
RBA ‘ : :

.

Baglan Kehma '7
KERJASAMA

Pasal 30

| Pernlmpln BLUD dapat melakukan pengikatan kerjasama -

dengan plhak ketlga dalam rangka pelayanan kesehatan,

 pendidikan: ataupun lainnya berdasarkan prinsip efisiensi,

@

i

efektivitas. dan ekonomls sesual peraturan perudangan yang
berlaku. -

Hasil kerjasama merupakan pendapatan dan ‘dapat

» dlpergunakan secara langsung untuk mernb1aya1 pengeluaran

sesua1 RBA

Bag1an Keenam
PENGADAN BARANG DAN JASA

Pasal 31

Pengadaan barang dan/ atau Jasa pada. BLUD dilaksanakan
berdasarkan ketentuan yang berlaku bag1 pengadaan barang-

dan / atau Jasa pemerlntah

Pengadaan barang dan/atau _]aSa BLUD dllakukan
berdasarkan ‘prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing,

adil/tidak- dlskrlmlnatlf akuntabel dan praktek blsnls yang

: -‘Vsehat

)

Pasal 32 »-

, BLUD dlberlkan ﬂek31b1htas berupa pernbebasan seluruhnya
dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang
dan atau jasa. pemerlntah Fleksibilitas ini berlaku bagi

barang dan -atau jasa yang dapat dlperoleh secara . lebih
efekt1f/eﬁs1en : :

Pengadaan barang dan atau jasa yang diberikan fleksibilitas

'sebagalmana dlrnaksud pada ayat (1) diatur dengan pedoman

pengadaan barang dan atau jasa BLUD yang dltctapkan oleh
Pemlmpln BLUD dan disetujui Bupati. :

Pedoman pengadaan barang dan atau jasa BLUD

; sebagalmana dimaksud pada ayat (2) mengatur tentang

a. pelaksanaan pengadaan
b. tata cara pengadaan

c. uraian keglatan pengadaan dan uraian keglatan bidang
1a1nnya yang dlperluka dalam keglatan pengadaan ‘

d. pr1ns1p penunjukan pelaksanaan' pengadaan berupa -

_*obyektlﬁtas (objective), 1ndependen81 (zndependent), sahng :
up (cross check) dan




. (4)

g

€. ketentuan mengena1 Jenjang mlal mengacu sepenuhnya'
pada Peraturan Bupati tentang JenJang nilai.

Flek31b111tas dlberlkan terhadap pengadaan barang dan / atau

N Jasa yang sumber dananya berasal dar1

(1)

e ar Jasa layanan

b. hlbah tldak terlkat
c. hasﬂ kerJasama dengan plhak lam dan o
d.

lam laln pendapatan yang sah

Baglan Tujuh
PENGELOLAAN BARANG

Pasal 83

Barang 1nventarls m111k BLUD dapat dlhapus dan atau
3 dialihkan - kepada plhak lain ‘atas dasar pertimbangan
g ekonomls dengan cara dijual, ditukar dan /atau dihibahkan.

'41,:Barang 1nventar1s merupakan barang paka1 habls barang’
 untuk  diolah ‘atau dljual barang - lamnya yang tidak
' memenuhl persyaratan sebagal aset tetap '

Hasﬂ pen_]ualan barang inventaris merupakan pendapatan' -
dan dltuangkan secara memada1 dalam laporan keuangan

Pasal 34

BLUD tldak boleh mengahhkan dan atau menghapus aset:‘

. tetap, kecuah atas persetujuan pejabat yang berwenang.

-~ Aset. tetap sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) merupakan
aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12~

(dua belas)  bulan untuk . dlgunakan dalam keglatan atau,v 8

v dlmanfaatkan oleh masyarakat umum.

Has11 pengahhan aset tetap merupakan pendapatan dan_,.f
- .dlungkapkan secara memada1 dalam laporan keuangfm

‘Pengahhan dan atau penghapusan aset tetap dllaporkan.

kepada Bupat1 melalu1 Sekretarls Daerah.

Penggunaan aset tetap untuk keglatan yang tidak terkalt.

- langsung dengan ‘tugas . ‘dan - fungsi harus mendapatl
: persetujuan Bupatl melalul Sekretarls Daerah ' ~

: Baglan Kedelapan N o
SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN S

Pasal 35

"“'Surplus anggaran merupakan sehslh leblh antara reahsa51 ‘
‘ pendapatan dan reahsa31 biaya pada satu tahun anggaran

| Surplus anggaran dapat dlgunakan dalam tahun anggaran,

berlkutnya




)a‘ : .

(2)

anggaran.

Deﬁ31t anggaran merupakan sehslh kurang antara reahsa31
pendapatan dengan reahsa51 : blaya pada - satu tahun

Defisit anggaranrk dapat dlajukan usulan pemblayaannya pada

' tahun anggaran berlkutnya kepada PPKD

:Baglan Kesembﬂan .
TARIF LAYANAN

Pasal 37

’BLUD dapat memungut blaya kepada masyarakat sebagal

imbalan atas barang dan/atau Jasa layanan yang dlberlkan
dalam bentuk tar1f :

Tarif layanan BLUD dlusulkan oleh Pemlmpm BLUD kepada
Bupat1 mela1u1 Sekretarls Daerah :

‘ ,Tarlf layanan 'BLUD dltetapkan dengan Peraturan Bupatl
: Bengkahs dan d1sampa1kan kepada Pimpinan DPRD. -

,Penetapan tanf layanan dimaksud mempertxmbangkan

kontinuitas - dan. pengembangan layanan, . daya beli

f 1masyarakat serta kompet1s1 yang sehat

Peraturan Bupat1 mengena1 “tarif Iayanan BLUD dapat

- dilakukan perubahan secara keseluruhan maupun per umt’
layanan sesual kebutuhan dan perkembangan keadaan

e 'BAB,VI
‘RE_NATAUSAHAA_N |

v’l ’:Pasal 38

'Penatausahaan keuangan memuat
i pendapatan / blaya :

penerlmaan / pengeluaran

utang / plutang,

‘persed1aan aset tetap dan 1nvesta51 dan

ekultas dana

t_;;.‘pasél‘sg £

':Penatausarhafari didaSax.‘kan' pada pr‘insip, _pengelolaan
‘keuangan bisnis yang sehat ' . ‘

Penatausahaan dilakukan secara tertlb eféktif, efisien,

transparan ‘dan dapat dipertanggungjawabkan.

: i:5;15.‘ SR
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' *'Pééal 40

Pemlmpm menetapkan Kebljakan Penatausahaan Keuangan
BLUD. L : :

‘Penetapan kebuakan penatausahaan sebagalmana dimaksud
~pada ayat ( ) dlsampalkan kepada PPKD.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

| (}1‘)A‘

o
- setiap semester dan akhlr tahun kepada PPKD.

“a. 'neraca

Pasal 41

Dalam rangka penyaﬁah “laporan keuéngan dan
: penyelenggaraan akuntans1 berbasis akrual, = pemimpin
menyusun- Kebijakan Akuntasi. ' ‘

- Kebijakan: Akuntans1 dlgunakan : sebagai, dasar dalam
pengakuan pengukuran penyajian dan pengungkapan aset ﬁjfi
‘ kewajlban eku1tas dana pendapatan dan biaya.

Pasal 42' |

BLUD Wajlb menyusun dan menyampalkan laporan keuangan &

‘Laporan Keuangan sebagalmana dlmaksud pada ayat 1) :
terdiri dar1 ' : =

| - b. laporan operas1ona1

BNE)

C. laporan arus kas

d. catatan atas laporan keuangan (CaLK)

Laporan Keuangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)

~ disertai dengan  Laporan. Kinerja yang berlslkan 1nforma51

~ ‘pencapalan hasil / keluaran

“Laporan Keuangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) '

diaudit oleh . pemerlksa ‘eksternal sesual dengan peraturan

: perundang undangan

Laporan ’Keiia*nga‘n' yang disertai dengan Laporan Kinerja
disampaikan. kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua),

~bulan setelah perlode pelaporan berakhlr LI :

TPenyusunan Laporan Keuangan untuk kepentingan o

konsolidasi dllakukan : berdasarkan - Standar  Akuntasi

' Pemermtahan

e Pasal 44

“»Pengawasan operas1ona1 dllakuan oleh Satuan Pengawasan”l

Internal (SPI)

16
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(2) Satuan Pengawasan Internal SPI berkedudukan langsung
dibawah pemimpin.

(3) Satuan Pengawasan Internal SPI dibentuk dengan
mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume atau jangkauan pelayanan.

Pasal 45

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dilakukan oleh
Dewan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46
Dengan ditetapkannya peraturan ini maka seluruh ketentuan

mengenai penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum Daerah (PPK-BLUD) dapat dilaksanakan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai petunjuk teknis penatausahaan pengelolaan
keuangan BLUD akan diatur lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2014

%PATI BENG éf

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

H. ANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2014 NOMOR 445




